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KEKUASAAN KEHAKIMAN

Ps. 24 UUD 1945 Jo. Ps 2 UU No.4/2004

◦ Peradilan Umum, 

◦ Peradilan Agama, 

◦ Peradilan Militer, 

◦ Peradilan Tata Usaha Negara.



TUJUAN PTUN

◦ Mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang 
tepat menurut hukum, efektif  dan efisien.

◦ Menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat TUN dgn 
masyarakat yang dpt menghambat atau merugikan 
pembangunan nasional.

◦ Menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban dan dan kepastian 
hukum sehingga dpt memberikan pengayoman kepada 
masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa.



ORGANISASI PTUN
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KOMPETENSI ABSOLUT PTUN 

◦ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa TUN (Pasal 47)

◦ Sengketa TUN: sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha 
Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di 
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk 
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Ps.1 butir 4)
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Thank you

◦Keep yourself  in the worth activities…
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